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KEBIJAKAN FORMULATIF PENGATURAN 
CYBERBULLYING SEBAGAI SALAH SATU BENTUK 

TINDAK PIDANA CYBERCRIME DI INDONESIA

Oleh : 
Gde Aditya Waisnawa1

Abstract 
Indonesia as a State of law is currently a crisis of legal products that put forward 
substantive justice for the litigants, it is understandable because some of the basic 
rules that contain material and formal criminal rules have been established long 
and may no longer be relevant to the application of the law in Indonesia today. 
Regardless of the controversial nature of government regulations in terms of 
social media conflicts related to Cyberbullying, respect for rights in expression 
and opinion should be realized and implemented correctly by the cyberspace. 
Amid the euphoria of the Indonesian people to welcome the presence of social 
media, must be in harmony with the spirit of behavior change by respecting 
and appreciating all forms of expression and opinion of someone, on the other 
hand the social media users should strive to be wise users when active in social 
media, because communication using text has the risk of misunderstanding is 
greater than using our five senses. the position of Article 27 paragraph (3) of the 
ITE Law is as lex specialis of Article 310 of the Criminal Code. Therefore, the 
interpretation of the norms contained in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law 
regarding defamation and/or defamation cannot be separated from the criminal 
law norms contained in Article 310 and Article 311 of the Criminal Code. So 
this is the background and causes conflict because of overlapping rule of law in 
effect, causing legal uncertainty.

Keywords : Formulative Policy, Cyberbullying, Cybercrime 

Abstrak
Indones�a sebaga� Negara hukum saat �n� sedang kr�s�s produk hukum yang 
mengedepankan kead�lan substant�f bag� yang berperkara, �tu dapat d�maklum� 
d�karenakan beberapa peraturan pokok yang memuat aturan mater��l dan form�l 
p�dana sudah d�bentuk lama dan d�mungk�nkan t�dak relevan lag� d�gunakan pada 
penerapan hukum d� Indones�a saat �n�. Terlepas dar� mas�h kontrovers�alnya 
peraturan pemer�ntah dalam hal konfl�k d� med�a sos�al yang terka�t dengan 
Cyberbullying, penghormatan Hak dalam berekspres� dan berpendapat sudah  
seharusnya d�sadar� dan d��mplementas�kan dengan  benar oleh para pengakses 
dun�a maya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebaga� lex specialis dar� Pasal 
310 KUHP. Maka, penafs�ran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU 
ITE mengena� pengh�naan dan/atau pencemaran nama ba�k t�dak b�sa d�lepaskan 
dar� norma hukum p�dana yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. 
Seh�ngga hal �n�lah yang melatarbelakang� dan men�mbulkan konfl�k karena 
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tumpang t�nd�hnya aturan hukum yang berlaku seh�ngga menyebabkan  ket�dak 
past�an hukum.

Kata kunc� : Kebijakan Formulatif, Cyberbullying, Cybercrime 

I. PENDAHULUAN 
Kehad�ran teknolog� �nternet 

merupakan kebutuhan yang t�dak 
dapat d�h�ndarkan untuk menunjang 
pembangunan nas�onal. Hanya saja 
d�bal�k kemudahan dan kenyamanan 
layanan �nternet �tu ada ancaman 
yang sangat mer�saukan, yakn� s�s� 
keamanannya. Terka�t hal tersebut, 
Sutraman berpendapat: “Pengamanan 
s�stem �nformas� berbas�s �nternet 
perlu d�perhat�kan, karena jar�ngan 
�nternet yang bers�fat publ�k dan global 
sangat rentan dar� berbaga� kejahatan.”  
Sehubungan dengan dampak dar� 
kemajuan teknolog�, D�kd�k M. Ar�ef 
dan El�satr�s Gultom menyatakan 
bahwa: Sekal�pun kemajuan teknolog� 
�nformas� member�kan banyak 
kemudahan bag� keh�dupan manus�a, 
tetap� kemajuan �n� pun secara 
bersamaan men�mbulkan berbaga� 
permasalahan yang t�dak mudah 
d�temukan jalan keluarnya. Salah 
satu masalah yang muncul ak�bat 
perkembangan teknolog� �nformas� 
adalah lah�rnya kejahatan-kejahatan 
yang s�fatnya ‘baru’ khususnya yang 
mempergunakan �nternet sebaga� 
alat bantunya. Laz�m d�kenal dengan 
sebutan kejahatan d� dalam dun�a 
maya (Cybercrime), sepert� Hacker, 
Pornografi, Cybersquating, dsb… 

Beberapa bentuk kejahatan yang 
berhubungan erat dengan penggunaan 
Teknolog� Informas� yang berbas�s 
utama komputer dan jar�ngan 

telekomun�kas� �n� menurut Mas 
W�grantoro Roes Set�ad�, sebaga�mana 
yang d� kut�p oleh D�kd�k M. Ar�ef dan 
El�satr�s Gultom Cybercrime dapat 
d�kelompokkan menjad� beberapa 
bentuk, ya�tu Unauthorized access 
to computer system and service, 
Illegal contents, Data forgery, Cyber 
espionage, Cyber sabotage and 
extortion, Offence against intellectual 
property, Infingements of privacy. 
Upaya pengaturan  Cybercrime  
d�r�nt�s sejak tahun 1977 dengan 
adanya pembentukan  pan�t�a khusus 
yang bertugas mengkaj� penanganan  
Cybercrime.  Sejak d�tandatangan� 
oleh  negara-negara anggota G-8 pada 
23 November 2001, CoC (Convent�on 
on Cybercrime) menjad�  �nstrumen 
hukum �nternas�onal yang pal�ng 
banyak d�jad�kan acuan utama dalam 
pembentukan peraturan perundang-
undangan mengenai tindak pidana  
Cyber  oleh negara-negara d� dun�a, 
termasuk d� Indones�a. D� Indones�a 
send�r�, upaya untuk menangan� t�ndak 
p�dana  cyber  telah d�rumuskan dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informas� dan Transaks� 
Elektron�k.

Salah satu bentuk dar�  Cybercrime  
yang t�dak mem�l�k� aturan hukum 
secara spes�f�k adalah  Cyberbullying. 
Cyberbullying  merupakan suatu 
perbuatan yang d�lakukan oleh satu 
orang atau leb�h dan bertujuan untuk 
menyak�t� dan/atau mengh�na orang 
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la�n ba�k yang t�dak dapat membela 
d�r� secara verbal ataupun non-
verbal dan d�lakukan secara terus-
menerus dengan menggunakan med�a 
elektron�k/teknolog� d�g�tal. Dalam 
jangka panjang, korban  bully�ng  
dapat mender�ta karena masalah 
emos�onal dan per�laku.  Bully�ng  
dapat men�mbulkan perasaan t�dak  
aman, ter�solas�, perasaan harga d�r� 
yang rendah, depres� atau mender�ta 
stress yang dapat berakh�r dengan 
bunuh d�r�. 

Pelaku  Cyberbullying  dapat 
melakukan aks�nya tanpa konsekuens� 
d�karenakan set�ap orang dalam 
dun�a  cyber  b�sa menjad� s�apa saja 
dengan �dent�tas apa saja. Untuk 
mem�danakan  pelaku  Cyberbully�ng  
d�perlukan aturan yang leb�h spes�f�k 
yang mencakup seluruh aspek bully�ng  
dan  cara-cara yang d�gunakan oleh 
pelaku. D�tambah lag� sul�tnya s�stem 
pembukt�an  karena data elektron�k 
relat�f mudah untuk d�ubah dan 
d�palsukan. 

Permasalahan-permasalahan d� 
ranah med�a sos�al sebenarnya sudah 
d�atur dalam Undang-Undang No.11 
tahun 2008 tentang �nformas� dan 
transaks� elektron�k, mesk�pun UU 
tersebut mas�h mem�l�k� kelemahan-
kelemahan yang d�anggap belum 
secara benar d� perlukan pengaturannya 
secara khusus d� Indones�a. D�t�njau 
dar� masalah regulas�, Indones�a 
belum sepenuhnya mem�l�k� aturan 
yang mengatur secara r�nc� dan jelas  
tentang  Cyberbullying. 

Adapun aturan yang terka�t 
dengan Cyberbullying mas�h 

terakomodas� secara umum d� dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informas� Teknolog� 
dan Elektron�k (ITE).  Perbuatan yang 
d�larang d� dalam UU ITE yang terka�t 
dengan Cyberbullying  tercantum 
dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan 
ayat (4) dan Pasal 29. dalam Undang-
Undang Republ�k Indones�a Nomor 
11 tahun 2008 tentang Informas� dan 
Transaks� Elektron�k, terdapat pasal-
pasal yang leb�h sesua� untuk jeratan 
para pelaku cyberbullying. 

kontrovers�alnya peraturan 
pemer�ntah dalam hal konfl�k d� 
med�a sos�al yang terka�t dengan 
Cyberbullying terka�t dengan hal 
tersebut maka rumusan masalah 
yang akan d�angkat ya�tu pertama 
baga�manakah pengaturan 
Cyberbullying sebaga� salah satu bentuk 
t�ndak P�dana dalam Hukum Pos�t�f 
d� Indones�a?, kedua baga�manakah 
pengaturan Keb�jakan Formulas� d� 
masa mendatang terhadap perbuatan 
Cyberbullying d� Indones�a?.

Or�g�nal�tas penel�t�an �n� apab�la 
mel�hat kem�r�pan dapat d�l�hat dar� 
jurnal yang berjudul: 

“Penegakan Hukum Terhadap 
Cybercr�me D� B�dang Perbankan 
Sebaga� Kejahatan Transnas�onal”2, 
yang d�susun oleh Tr� Kuncoro, 
dengan pembahasan kepada bentuk-
bentuk t�ndak p�dana cybercr�me 

2 Kuncoro, T. (2013). Penegakan Hukum 
Terhadap Cyber Cr�me D� B�dang Perbankan 
Sebaga� Kejahatan Transnas�onal.Jurnal 
Magister Hukum Udayana (Udayana 
Master Law Journal), 2(3). do�:10.24843/
JMHU.2013.v02.�03.p08
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khususnya d� b�dang perbankan dan 
men�t�k beratkan kepada yur�d�ks� 
pengaturan hukum terhadap t�ndak 
p�dana cybercr�me khususnya d� 
b�dang perbankan. Sedangkan pada 
kem�r�pan yang kedua d�temukan pada 
jurnal dengan judul: 

Keberadaan pemegang 
sahan dalam RUPS dengan system 
telecomfrence terka�t jar�ngan 
yang bermasalah dalam prespekt�f 
cyberlaw” yang d�susun oleh N� 
Ketut Supast� Dharmawan3. Dengan 
pokok pembahasan penyelangaraan 
RUPS terka�t jar�ngan hukum yang 
bermasalah d�t�njau dar� aspek Cyber 
Law, Sedangkan  penel�t�an yang d� 
angkat oleh penul�s men�t�k beratkan 
kepada urgens� perlunya d�bentuk 
undang-undang khusus mengena� 
Cyberbullying melalu� formulas� 
keb�jakan karena kekaburan norma 
yang terjad�.

Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah 
untuk mengkaj� baga�mana konseps� 
dan apl�kas� kedepanya untuk 
mencegah terjad�nya t�ndak p�dana 
Cybercrime d� kemud�an har� sebaga� 
pembenar d�jatuhkannya sanks� p�dana 
dalam perad�lan p�dana d� Indones�a.

II. METODE PENELITIAN
Penel�t�an �n� tergolong kedalam 

jen�s penel�t�an hukum normat�f atau 
penel�t�an hukum kepustakaan, karena 

3 Dharmawan, N. (2015). Keberadaan 
Pemegang Saham Dalam Rups Dengan S�stem 
Teleconference Terka�t Jar�ngan Bermasalah 
Dalam Perspekt�f Cyber Law. Jurnal Magister 
Hukum Udayana (Udayana Master Law 
Journal), 4(1). do�:10.24843/JMHU.2015.
v04.�01.p15

penel�t�an hukum �n� d�lakukan dengan 
cara menel�t� bahan kepustakaan 
(library research) yang terd�r� dar� 
bahan hukum pr�mer dan d�tunjang 
oleh bahan hukum sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto dan 
Sr� Mamudj�, penel�t�an hukum normat�f 
atau kepustakaan tersebut mencakup: 
Penel�t�an terhadap asas-asas hukum, 
Penel�t�an terhadap s�stemat�k hukum, 
Penel�t�an terhadap taraf s�nkron�sas� 
vert�kal dan hor�zontal, Perband�ngan 
hukum, Sejarah hukum.4

Sehubungan dengan klas�f�kas� 
tersebut d�atas maka penel�t�an hukum 
normat�f menyangkut penel�t�an 
taraf s�nkron�sas� vert�kal atas 
d�sharmon�sas� norma yang ada antara 
KUHP dan beberapa undang-undang 
t�ndak p�dana khusus dengan falsafah 
�deolog� Pancas�la. 

Sesua� dengan karakter�st�k dan 
s�fat penel�t�an kepustakaan, maka 
dalam penel�t�an �n� akan memaka� 
beberapa metode pendekatan, 
d�antaranya : The Statue Approach 
(pendekatan perundang-undangan), 
The Analitical and Conseptual 
Approach (pendekatan anal�s�s konsep 
hukum), The Comparative Approach 
(Pendekatan Perband�ngan). Penel�t�an 
hukum jen�s normat�f, maka jen�s 
bahan hukum yang laz�m d�pergunakan 
adalah Bahan-bahan Hukum Pr�mer, 
Bahan-bahan hukum sekunder, Bahan-
bahan hukum ters�er.5

4 Soerjono Soekanto dan Sr� Mamudj�, 2001, 
Penelitian Hukum Normatif,  Jakarta: PT. Raja 
Graf�ndo Persada, hlm. 14. 

5 Ronny Ham�joyo Soemantr�, 1998, Metode 
Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: 
Ghal�a Indones�a, hlm. 11-12
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Sehubungan dengan penel�t�an 
hukum normat�f �n� maka memaka� 
sumber bahan hukum dar� :
1. Bahan Hukum pr�mer, sepert�: 

KUHP, UU Teror�sme, UU 
Narkot�ka, UU Ps�kotrop�ka dan 
UU Pengad�lan HAM 

2. Bahan hukum sekunder, 
yakn� member�kan penjelasan 
mengena� bahan hukum pr�mer. 

3. Bahan hukum ters�er, 
menyangkut sepert� kamus atau 
ens�kloped�, jurnal, majalah, dan 
�nternet. 
Penel�t�an �n� untuk pengumpulan 

bahan hukum memaka� metode 
s�stemat�s, yakn� berupa pengumpulan 
bahan peraturan perundang-undangan. 

Menggunakan tekn�s anal�t�s 
sepert� : 
- Tekn�k d�skr�ps�
- Tekn�k �nterpretas�
- Tekn�k evaluas�
- Tekn�k argumentas�
- Tekn�k s�stemat�sas�
- Metode konstruks� hukum

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penel�t� d�s�n� hanya 

menamp�lkan has�l penel�t�an berupa 
anal�s�s dar� kaj�an secara deskr�pt�f 
normat�f. Melalu� has�l kaj�an anal�s�s 
atas masalah yang d�saj�kan. Ada dua 
masalah pertama menyangkut anal�s�s 
atas konsep dan apl�kas� penerapan 
hukum terhadap pelaku cyberbullying 
dalam perundang-undangan p�dana 
d� Indones�a. Serta apl�kas�nya mas�h 
d�berlakukan dengan kual�f�kas� 

khusus. Serta masalah kedua 
menyangkut pengaturan Keb�jakan 
Formulas� d�massa mendatang terhadap 
perbuatan Cyberbullying tersebut. 

3.1 Kajian dan Analisis 
Cyberbullying dalam Teori 
Pemidanaan Hukum Tertulis 
di Indonesia
Keb�jakan formulat�f yang 

d�gunakan Pengert�an dan Ruang 
L�ngkup Cyberbullying Sebaga� Salah 
Satu Bentuk T�ndak P�dana Kejahatan 
Internet d�    Indones�a. Dalam  dun�a 
maya pertukaran �nformas� dan 
komun�kas� terjad� tanpa d�perlukan 
kehad�ran 2 orang atau leb�h secara 
f�s�k yang dapat d� jal�n d� tempat 
yang berbeda, kapan saja dan bahkan 
b�sa saja salah satu orang yang 
berkomun�kas� t�dak tahu secara past� 
s�apa yang berd�alog dengannya. Para 
remaja mem�l�k� per�laku yang akt�f 
dalam memaka� layanan jejar�ng sos�al. 
Mereka umumnya menggunakan 
�nternet bukan karena kebutuhan 
terhadap konten atau kebutuhan r�set, 
tetap� mereka menganggap �nternet 
sebaga� dun�a yang penuh dengan 
akt�v�tas sos�al yang menar�k. Dalam 
Cyberbullying ada beberapa �nd�v�du 
yang berperan, ada yang d�sebut 
pelaku, target, dan orang sek�tar 
yang menyadar� adanya bully�ng, 
kompos�s�nya sama sepert� bullying 
d�dun�a nyata.

Bullies adalah pelaku dar� 
Cyberbullying, entah bertujuan untuk 
melecehkan atau membalas kembal� 



444

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 4 : 439 - 449

dengan melecehkan. Target adalah 
sasaran, ser�ng kal� d��dent�f�kas� 
sebaga� korban. D�luar pelaku dan 
target, ada �nd�v�du la�n yang tercakup 
suatu berpart�s�pas� mendukung 
bullying yang d�namakan dengan 
�st�lah Bystanders.6 Saat �n� ketentuan 
Cybercrime d� Indones�a banyak d�atur 
dalam UU-ITE, walaupun Undang-
Undang tersebut sebag�an besar 
adalah tentang transaks� elektron�k 
dar�pada kejahatan Cyber. Sebelum 
d�berlakukan UU-ITE, Cyber crime d� 
Indones�a sudah d�atur, namun mas�h 
tersebar d� beberapa Undang-Undang. 
Namun dem�k�an, setelah ada UU-
ITE pun, ketentuan dalam beberapa 
UU tersebut tetap berlaku, antara 
la�n sebaga� ber�kut. Undang-Undang 
Republ�k Indones�a No.6 Tahun 1982 
tentang Hak C�pta, kemud�an d�ubah 
melalu� Undang-Undang Republ�k 
Indones�a No.7 Tahun 1987 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak 
C�pta. Akh�rnya pada perubahan 
kedua.  

Berbaga� pendapat para ahl� 
menyatakan bahwa dewasa �n� sebaga� 
perkembangan kejahatan model 
baru se�r�ng dengan kemajuan �lmu 
pengetahuan dan teknolog� komun�kas� 
dan �nformas� cangg�h berdampak 
langsung pada modus operand� 
kejahatan yang menyerta�nya. 

Kejahatan �nkonves�onal 
d�maksud sepert� t�ndak p�dana 
korups�, teror�sme, pencuc�an uang, 

6 Salman Luthan, 2016, Asas dan Kriteria 
Kriminalisasi kejahatan mayantara, Jurnal 
Hukum, FHK2H, Surabaya, hlm 78.

narkot�ka, kejahatan mengh�langkan 
nyawa orang dan modusnya.  Tampak 
bahwa t�ndak – t�ndak p�dana atas 
kejahatan dengan c�r� dan karakter 
sepert� tersebut d�atas bahwa perspekt�f 
penegakan hukumannya memerlukan 
penanganan ser�us dan terpadu. Upaya 
penegakan hukumnya mula� dar� usaha 
preemt�f, prevent�f dan repres�f. 

3.2  Interpretasi Futuristik Anti-
sipatif Terhadap Urgensi 
Kebijakan Formulatif Sehu-
bungan Dengan Tindak Pidana 
Cyber Bullying Sebagai Salah 
Satu Bentuk Tindak Pidana 
Cybercrime di Indonesia
T�ndakan CyberBullying 

mem�l�k� dampak-dampak negat�f bag� 
para korbannya, khususnya dampak 
ps�kolog�s yang dapat membuat 
korbannya keh�langan kepercayaan 
d�r�nya dan dampak ps�kolog�s terburuk 
adalah hasrat korban untuk mengakh�r� 
h�dupnya. Cyberbullying sudah 
d�n�la� sebaga� suatu permasalahan 
yang harus mendapatkan perhat�an 
yang leb�h dar� para penegak hukum, 
karena kasusnya yang semak�n marak 
terjad� ba�k d� dun�a �nternas�onal 
maupun d� Indones�a. Telah adanya 
suatu def�n�s� yang komprehens�f 
mengena� CyberBullying d� dalam 
Massachussetts Law member�kan 
suatu batasan-batasan dan kategor�sas� 
untuk meng�dent�f�kas� suatu t�ndakan 
Cyber Bullying. 7Dalam hukum 
pos�t�f d� Indones�a, fenomena Cyber 
Bully�ng d�masukkan ke dalam 

7  Barda Nawaw�, Op.Cit. hlm 395
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def�n�s� pencemaran nama ba�k atau 
pengh�naan d�mana def�n�s� tersebut 
d�rasa kurang memada� j�ka mel�hat 
unsur-unsur Cyber Bullying yang 
beg�tu luas dan mem�l�k� berbaga� jen�s 
yang leb�h dar� sekadar pencemaran 
nama ba�k.

Ket�dak lengkapan def�n�s� 
tersebut dapat menjad�kan s�apapun 
menjad� pelaku CyberBullying, bahkan 
akt�v�tas jurnal�st�k yang sejat�nya 
merupakan penjam�nan akan hak 
kebebasan untuk menyebarluaskan 
op�n� kepada publ�k pun dapat d�n�la� 
sebaga� pencemaran nama ba�k bag� 
mereka yang merasa d�cemarkan nama 
ba�knya. Bahkan d� beberapa negara, 
kasus pengh�naan atau pencemaran 
nama ba�k telah d�masukkan ke dalam 
ranah perdata karena hal tersebut 
merupakan konfl�k antar �nd�v�du. 
Indones�a yang mas�h memasukkan 
perbuatan pencemaran nama ba�k dan 
pengh�naan d� dalam hukum p�dana 
mem�l�k� hukuman yang d�n�la� cukup 
berat. Pasal yang dapat d�gunakan 
untuk menjerat pelaku Cyber Bullying 
adalah Pasal 310 dan 311 KUHP dan 
Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang 
pencemaran nama ba�k. T�ndak p�dana 
pencemaran nama ba�k dalam KUHP 
d�atur sebaga� del�k aduan d�mana 
harus adanya suatu aduan dar� korban 
yang merasa telah d�cemarkan nama 
ba�knya agar s� pelaku dapat d�jerat 
oleh pasal tersebut.

Perancang UU ITE t�dak 
meng�kut� perkembangan hukum 
�nternas�onal. Sed�k�tnya 50 negara 
sudah mengal�hkan masalah kabar 

bohong, pengh�naan, pencemaran, dar� 
hukum p�dana menjad� hukum perdata. 
Beberapa negara bahkan menghapus 
sama sekal� ketentuan hukum 
penyebaran kebenc�an dan pengh�naan 
karena d�anggap sul�t d�bukt�kan atau 
sangat subjekt�f. Dengan ancaman 
hukuman penjara leb�h dar� enam 
tahun, aparat kepol�s�an dapat menahan 
set�ap orang, termasuk wartawan, 
yang d�anggap melakukan penyebaran 
ber�ta bohong sepert� d�atur dalam UU 
ITE. Sepert� yang terjad� pada kasus 
yang melatarbelakang� d�keluarkannya 
Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, 
seorang jurnal�s yang merasa hak-
hak kebebasan berpendapatnya yang 
d�jam�n oleh UUD 1945 telah d�kekang 
oleh keberadaan UU ITE mengajukan 
Judicial Review terhadap Pasal 27 
ayat (3) UU ITE yang menurutnya 
bertentangan dengan ka�dah-ka�dah 
yang mel�ndung� hak kebebasan 
berpendapat dan juga unsur yang 
terkandung dalam pasal tersebut telah 
d�atur dalam KUHP yang mem�l�k� 
perumusan unsur del�k yang leb�h 
r�nc� dan leb�h memperl�hatkan del�k 
mater��l.

Mahkamah Konst�tus� berpen-
dapat bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE 
t�dak bertentangan dengan UUD 1945 
dan dalam menghadap� perkembangan 
teknolog� yang beg�tu pesat 
d�butuhkan suatu pengaturan khusus 
(lex specialis) untuk mel�ndung� hak-
hak para pengguna �nternet yang 
unsur-unsur dalam KUHP d�anggap 
kurang memada� dan t�dak dapat 
menjangkau ranah onl�ne. Pada 
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putusannya, Mahkamah Konst�tus� 
menolak permohonan yang d�ajukan 
oleh pemohon karena menurut 
pert�mbangan Mahkamah.

Konst�tus� Pasal 27 ayat (3) UU 
ITE d�rasa t�dak perlu d�pertanyakan 
konst�tus�onal�tasnya. Ak�bat yang 
d�t�mbulkan dar� Putusan Mahkamah 
Konst�tus� adalah s�fat putusannya yang 
meng�kat bag� semua orang dan badan 
hukum yang ada d� Indones�a, hal �n� 
berbeda dengan putusan perad�lan pada 
umumnya. Dampak bag� masyarakat 
d� Indones�a adalah masyarakat 
menjad� leb�h terbatas dan hat�-hat� 
dalam menyalurkan pendapat atau 
dalam menggunakan med�a elektron�k 
sebaga� sarana transaks� maupun 
komun�kas�. Hal tersebut membukt�kan 
bahwa kebebasan berpendapat dan 
s�fat anon�m�tas yang d�salahgunakan 
sebaga� perangkat penyed�a �mun�tas 
dar� hukum merupakan dua aspek yang 
sal�ng bertentangan dan membutuhkan 
perhat�an ba�k dar� seg� sos�olog�s, 
konst�tus�onal, maupun yur�d�s.

Pendapat Mahkamah Konst�tus� 
menyatakan bahwa dalam Pasal 
310 dan 311 KUHP terdapat unsur 
“d� muka umum” d�anggap kurang 
memada� seh�ngga perlu rumusan 
khusus yang bers�fat ekstens�f ya�tu 
“mend�str�bus�kan, mentransm�s�kan 
dan/atau membuat dapat d�aksesnya” 
adalah tepat sepanjang maksudnya 
�alah bahwa pengh�naan dalam 
dun�a cyber t�dak dapat d�lakukan 
d� muka umum dalam konteks yang 
konvens�onal yang terjad� dalam dun�a 
nyata, ya�tu d� hadapan orang banyak 

secara f�s�k. Pasal 310 dan 311 KUHP 
merupakan pengaturan yang d�buat 
dalam zaman paper based dan pembuat 
undang-undang pada waktu �tu belum 
mem�k�rkan bahwa, perkembangan 
teknolog� dapat memfas�l�tas� t�ndak 
p�dana pengh�naan yang paperless, 
sepert� dalam �nternet. Oleh karena 
�tu, pengh�naan yang d�atur dalam 
KUHP d�n�la� t�dak dapat menjangkau 
del�k pengh�naan dan pencemaran 
nama ba�k d� dun�a cyber. Tetap� d� 
s�s� la�n, urgens� Pasal 27 ayat (3) UU 
ITE bukanlah terletak pada t�dak dapat 
d�penuh�nya unsur “d� muka umum” 
sebaga�mana d�maksud dalam Pasal 
310 KUHP, tetap� pada bentuk “d� 
muka umum” yang d�maksud dalam 
Pasal 27 ayat (3) UU ITE �alah dalam 
konteks cyberspace, ya�tu �nformas� 
dan dokumen elektron�k tersebut 
dapat d�akses oleh umum seh�ngga 
dengan dem�k�an dapat d�ketahu� oleh 
umum. Sela�n �tu, rumusan pasal Pasal 
27 ayat (3) UU ITE telah member�kan 
perl�ndungan dengan mengatur unsur 
“dengan sengaja” dan “tanpa hak” 
sebaga� penyesua�an perkembangan 
d� b�dang teknolog� �nformas� dan 
ketentuan sepert� �tu d�perlukan 
sebaga� salah satu cara untuk menutup 
kelemahan hukum tertul�s agar dapat 
meng�kut� perkembangan masyarakat 
atau perkembangan teknolog� 
�nformas�. Term�nolog� “mend�str�bu-
s�kan, mentransm�s�kan, atau membuat 
dapat d�aksesnya �nformas� elektron�k 
atau dokumen elektron�k” esens�nya 
adalah penyebaran mater� pengh�naan 
dengan menggunakan cara baru 



447

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 4 : 439 - 449

atau modus operand� baru dengan 
memanfaatkan med�a elektron�k. Oleh 
karena �tu, unsur “mend�str�bus�kan, 
mentransm�s�kan, dan membuat dapat 
d�aksesnya” �alah t�ndakan-t�ndakan 
dalam dun�a cyber yang dapat 
mencapa� pemenuhan unsur “d� muka 
umum” atau “d�ketahu� umum”. Sela�n 
�tu, kedudukan Pasal 27 ayat (3) UU 
ITE adalah sebaga� lex specialis dar� 
Pasal 310 KUHP. Maka, penafs�ran 
norma yang termuat dalam Pasal 27 
ayat (3) UU ITE mengena� pengh�naan 
dan/atau pencemaran nama ba�k t�dak 
b�sa d�lepaskan dar� norma hukum 
p�dana yang termuat dalam Pasal 310 
dan Pasal 311 KUHP. Dem�k�an juga 
dengan CyberBullying yang d�tujukan 
pada pr�bad� dan t�dak d�sebarkan 
melalu� med�a yang dapat d�akses oleh 
umum, unsur “d� muka umum” t�dak 
terpenuh� seh�ngga t�dak dapat d�jerat 
oleh Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Tetap� 
secara umum, t�ndakan CyberBullying 
yang d�lakukan d� med�a elektron�k/
dun�a cyber pada med�a sos�al yang 
dapat d�akses oleh publ�k akan dapat 
d�jerat oleh hukum karena memenuh� 
unsur “d� muka umum”. Meny�kap� 
penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 
untuk menjerat pelaku bully�ng d�mana 
pun �a berada, maka terungkaplah 
keleb�han UU ITE d�band�ngkan 
dengan KUHP d�mana UU ITE mampu 
mel�ndung� hak-hak para pengguna 
�nternet d� Indones�a dengan adanya 
perluasan yur�sd�ks� dan kejelasan 
perumusan dar� pengh�naan yang 
bers�fat online.

IV.  KESIMPULAN
Penyelesa�an perkara Cyber 

Bully�ng secara tegas terdapat dan 
d�atur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 
ITE, Pada dasarnya Pasal 27 ayat (3) 
UU ITE merupakan lex specialis dar� 
KUHP sebaga� lex general�s yang 
membuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE 
t�dak dapat d�p�sahkan dar� norma 
hukum pokok yang terdapat pada Pasal 
310 KUHP, kenyataannya Undang-
undang No.11 Tahun 2008 tentang 
�nformas� dan transaks� elektron�k, yang 
d�tel�t� mas�h mem�l�k� kelemahan-
kelemahan karena d�anggap tumpang 
t�nd�h dan belum mengatur secara 
r�nc� dan jelas ba�k secara tertul�s dan 
penerapannya terhadap Cyberbullying. 
Dengan berkembangnya jaman, untuk 
menghadap� Fenomena Cyber Bully�ng 
Pengaturan terhadap kejahatan 
berd�mens� baru yang beraspek global 
maupun bers�fat transnas�onal, mutlak 
d�perlukan apab�la d�tempatkan pada 
keseluruhan peraturan hukum p�dana 
nas�onal mencakup peraturan hukum 
p�dana umum dalam KUHP guna 
menanggulang� kejahatan berd�mens� 
baru sepert� kejahatan komputer 
dan kejahatan �nternet (cyber crime) 
d�perlukan suatu peraturan yang  leb�h 
khusus, guna mem�n�mal�s�r ataupun 
mencegah terjad�nya kejahatan 
terhadap dun�a maya (Cybercrime).
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